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ABSTRAK 

Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Bonus 

Tabungan Berjangka di BMT Maslahah Surabaya” ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana aplikasi pemberian bonus di awal pada tabungan 

berjangka di BMT Maslahah Surabaya? dan bagaimana analisis hukum Islam 

terhadap aplikasi bonus tabungan berjangka di BMT Maslahah Surabaya?. 

Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi 

yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analisis dengan pola 

pikir deduktif, yaitu menguraikan teori tabungan berjangka dengan menggunakan 

akad wadi>ah yang bersifat umum terlebih dahulu untuk kemudian digunakan 

menganalisis data yang telah dihimpun mengenai pemberian bonus tabungan 

berjangka yang telah ditentukan di awal. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, Produk tabungan 

berjangka di BMT Maslahah menggunakan akad wadi>ah dan pihak nasabah akan 

mendapatkan bonus  dari uang yang dititipkan di awal setelah berlangsungnya 

akad dengan jumlah nominal yang sudah ditentukan oleh pihak BMT tanpa 

diketahui perhitungannya oleh pihak nasabah. Meskipun menggunakan akad 

wadi>ah, dalam warkatnya tertera akad mud}a>rabah. Adapun mengenai 

kewenangan pengelolaan uang yang telah dititipkan, sepenuhnya diserahkan 

kepada pihak BMT Maslahah dan keuntungannya mutlak dimiliki oleh pihak 

BMT; kedua, Pemberian bonus tabungan berjangka di atas menyalahi syarat akad 

wadi>ah,  yaitu tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Hal ini sesuai dengan 

pendapat ulama syafi’iyah yang tidak membolehkan mengambil keuntungan atau 

bonus di awal akad dan fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan 

serta fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam 

Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu terdapat juga 

perubahan akad dari wadi>ah menjadi mud}a>rabah yang tidak diketahui oleh pihak 

nasabah. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi BMT Maslahah, hendaknya 

menyediakan produk tabungan berjangka sesuai dengan konsep syariah dan tidak 

melakukan penggantian akad tanpa diperjanjikan terlebih dahulu; bagi nasabah, 

hendaknya lebih memahami konsep wadi>ah; bagi Dewan Pengawas Syariah, 

hendaknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan 

Syariah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum adalah sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan 

formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu 

sebagai aturan yang mengikat bagi anggotanya. Bila hukum dihubungkan 

dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan 

wahyu Allah SWT., dan Sunnah Rasul saw. tentang tingkah laku manusia 

yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang 

beragama Islam.
1
 

Hukum Islam mencakup berbagai aturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 

Mengingat dalam kehidupan sosial terdapat berbagai aspek, maka hukum 

Islam juga mengatur berbagai aspek atau bidang diantaranya bidang ibadah 

dan bidang muamalah. 

Dalam hal ibadah, hukum Islam menunjuk pada perbuatan ritual 

sebagai ibadah. Perbuatan ini murni ditujukan kepada Allah SWT., Artinya, 

tidak ada tujuan lain selain Allah SWT., jika ada tujuan lain selain Allah 

SWT., maka tujuan ini akan merusak ibadah.  

                                                           
1
  Tim Reviewer MKD 2014, Studi Hukum Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel  Press, 2014), 32. 
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Di luar hubungan manusia dengan Allah SWT., manusia juga 

berhubungan dengan makhluk ciptaan-Nya. yang dinamakan muamalah.
2
 

Dalam muamalah mengatur hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan 

seperti masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia 

dalam soal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan 

sebagainya.
3
 

Ketika membicarakan mengenai muamalah, maka tidak lepas pula 

untuk membahas mengenai lembaga keuangan. Dalam lembaga keuangan 

mempunyai arti luas sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan 

dana dengan pihak yang kekurangan dana sehingga peranan yang sebenarnya 

sebagai peranan keuangan masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan syariah 

adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik menghimpun dana maupun 

dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau 

dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.
4
 

Lembaga keuangan syariah di Indonesia secara garis besar dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu: lembaga keuangan bank dan 

lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah bank syariah. 

Lembaga keuangan non bank terdiri dari, perusahaan asuransi syariah, 

pegadaian syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, bank perkreditan 

rakyat syariah dan Baitul Ma<l wa Tamwi>l (BMT). 

                                                           
2
  Ibid., 40. 

3
  Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 51. 

4
  Muhammad Abdul Karim, Kamus Bank Syariah (Yogyakarta: asnaliter, 2006), 32. 
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Dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas mengenai Baitul Ma<l 

wa Tamwi>l (BMT). Karena seiring dengan berkembangnya perbankan 

syariah, berkembang pula lembaga keuangan mikro syariah. Seperti halnya di 

Indonesia, banyak sekali lembaga-lembaga keuangan syariah yang berdiri. 

Salah satunya adalah Baitul Ma<l wa Tamwi>l (BMT) yang merupakan 

lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, yang 

bertujuan untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro. 

Baitul Ma<l wa Tamwi>l (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul 

ma<l dan baitut tamwi>l. Baitul ma<l lebih mengarah pada usaha-usaha 

pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; zakat dan infak. 

Sedangkan baitut tamwi>l sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana 

komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan 

berlandaskan syariah.
5
  

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan 

pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti 

penting bagi prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. 

Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan 

kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun 

materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi 

keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. 

                                                           
5
  Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: EKONISIA, 2013), 107. 
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Di lain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau 

lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan 

masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. 

Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain 

karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam 

menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT 

diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. 
6
 

Dalam operasional usahanya hampir sama dengan perbankan yaitu 

melakukan kegiatan penghimpunan dan dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara umum produk BMT dalam rangka 

melaksanakan fungsinya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat hal, 

diantaranya; produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, produk 

jasa, dan produk tabarru’ (zakat dan infak).  

Sumber dana BMT sendiri berasal dari dana masyarakat dengan 

berbagai tipe investasi yang ditanamkan di BMT. Pada dasarnya lembaga 

keuangan syariah non bank yang dalam hal ini adalah BMT tidak untuk 

mencari bunga, berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, sehingga 

apabila terjadi krisis pada BMT tidak terlalu berpengaruh pada margin bagi 

hasil karena seyogyanya prinsip margin bagi hasil yang dimiliki BMT itu 

fluktuatif, tergantung pendapatan BMT semakin meningkat atau semakin 

menurun.  

                                                           
6
  Ibid., 108. 

4 



 

 
 

Salah satu sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh 

Lembaga Keuangan Syariah adalah dana pihak ketiga, dana ini diperoleh dari 

kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga. Dengan demikian, untuk 

membentuk persepsi masyarakat pada produk penghimpunan dana, maka 

Lembaga Keuangan Syariah menggunakan value preposition ialah 

keunggulan lebih yang ditawarkan dalam suatu produk, serta menjaga 

hubungan baik dengan nasabah (customer relationship). Ini menjelaskan 

bahwa promosi dan hadiah merupakan bentuk dari penerapan value 

preposition dan customer relationship pada salah satu produk penghimpunan 

dana, diantara bentuk promosi yang digunakan adalah pemberian insentif 

dan/atau hadiah baik secara langsung atau hadiah undian.  

Pada produk penghimpunan dana di Lembaga Keuangan Syariah 

strategi ini sudah sering diterapkan, hal ini disebabkan karena promosi dalam 

bentuk pemberian bonus dan hadiah memberikan pengaruh cukup besar dalam 

meningkatkan jumlah simpanan dari dana pihak ketiga. Namun demikian, 

bagi nasabah penyimpan dana di Lembaga Keuangan Syariah tidaklah 

sekedar mendapatkan keuntungan materiil (duniawi) semata melainkan 

keuntungan immaterial (ukhrowi) juga, dan ini juga menjadi faktor bagi 

nasabah mengapa mereka menyimpan dana mereka di Lembaga Keuangan 

Syariah. Namun dalam perkembangannya, Lembaga Keuangan Syariah tidak 

hanya memiliki peluang, melainkan juga berbagai permasalahan. Nasabah dan 

masyarakat secara umum masih melihat Lembaga Keuangan Syariah sama 

dengan lembaga keuangan konvensional, sebab strategi menarik nasabah 

5 



 

 
 

untuk menyimpan dananya di Lembaga Keuangan Syariah adalah sama meski 

cara dan nama berbeda.
7
 

Terkait problematika di atas, Lembaga Keuangan Syariah dilihat dari 

sisi promosi (pemberian bonus dan/atau hadiah) yang termasuk dalam strategi 

pemasaran seharusnya diaplikasikan secara profesional menurut prinsip 

syariah, namun demikian terlihat skema yang sama dalam pengaplikasiannya 

di Lembaga Keuangan Syariah dengan skema promosi (pemberian insentif 

dan/atau hadiah) ala konvensional. Sehingga timbul perdebatan di kalangan 

ulama dan akademisi terkait strategi promosi atau pemberian hadiah, apalagi 

kemudian strategi semacam ini dikuatkan dengan fatwa Dewan Syariah 

Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan 

dana Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian setelah diteliti fatwa ini 

membuka pintu gebrakan baru bagi problem strategi pemberian hadiah. 

Namun demikian, meski dengan adanya fatwa ini juga membuka celah bagi 

pihak Lembaga Keuangan Syariah untuk mencari cara bagaimana bisa 

menandingi strategi konvensional dalam pemberian hadiah pada akad 

penghimpunan dana.
8
  

Penting untuk diketahui bahwa dalam hal ini, akad penghimpunan 

dana terdapat dua macam akad yaitu: akad Tabarru’, dan akad Tija>ri. 

Memang setiap produk yang diluncurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah 

selalu didasari dengan fatwa DSN-MUI, namun dalam aplikasinya justru 

                                                           
7
  Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia 

(Jakarta: Kencana, 2007), 14. 
8
 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: ERLANGGA, 

2014), 466. 
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masih mendapat kejanggalan yang memunculkan opini pesimis terhadap 

praktik prinsip syariah di Lembaga Keuangan Syariah begitupun fatwa yang 

dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap beberapa praktik bisnis Lembaga 

Keuangan Syariah yang dinyatakan legal secara syariah. Sebagai contoh 

dalam penghimpunan dana pada akad wadi>ah yang merupakan bagian dari 

akad tabarru’ dapat diartikan titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik 

individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan 

saja si penyimpan menghendakinya, ini mengindikasikan bahwa sebenarnya 

akad wadi>ah adalah akad sosial artinya produk untuk membantu umat muslim 

dalam menyimpan dananya di Lembaga Keuangan Syariah. Timbul 

pertanyaan bagaimana akad sosial bisa masuk dalam sistem perusahaan yang 

berbasis Islam?, lebih dalam lagi, sistem wadi>ah pada Lembaga Keuangan 

Syariah saat ini sesuai fatwa DSN-MUI dibolehkan mendapat bonus dan 

ataupun hadiah, hal ini dilakukan untuk menarik minat serta meningkatkan 

loyalitas nasabah ataupun masyarakat terhadap produk-produk yang 

ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah.  

Penghimpunan dana di BMT terdapat dua akad yaitu wadi>ah dan 

mud}a>rabah. Sama halnya seperti produk penghimpunan dana yang ada di 

BMT Maslahah Surabaya, salah satunya yaitu produk tabungan berjangka. 

Ada dua definisi wadi>ah yang dikemukakan oleh ahli fikih. Pertama, 

ulama mazhab Hanafi mendefinisikan wadi>ah dengan, “mengikutsertakan 

orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui 

tindakan, maupun melalui isyarat.” Kedua, ulama mazhab Maliki, mazhab 
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Syafi’i, dan mazhab Hanbali, mendefinisikan wadi>ah dengan “mewakilkan 

orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.
9
 

Tabungan berjangka adalah jenis tabungan dimana nasabah harus 

menentukan jangka waktu yang diinginkan untuk tetap menabung di BMT. 

Uang tabungan tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu, harus menunggu 

masa jangka waktu berakhir. Dimana pada BMT Maslahah tersebut, jika kita 

mempunyai dana sebesar Rp. 300.000.000,- maka kita berhak mendapatkan 

motor, dan apabila kita mempunyai dana sebesar  Rp. 500.000.000,- maka 

kita berhak mendapatkan sebuah mobil. Dalam produk tabungan berjangka 

yang ada pada BMT Maslahah Surabaya, nasabahnya bisa mengambil bonus 

pada awal ketika akad. Dan akad tersebut menggunakan akad wadi>ah. 

Dalam hal ini, penulis mengkhususkan pembahasan mengenai bonus 

tabungan berjangka yang bisa diberikan pada awal akad. Sedangkan kita 

ketahui bahwa pendapatan yang ada di BMT fluktuatif (tidak stabil). 

Dengan adanya permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Bonus Tabungan Berjangka pada BMT 

Maslahah di Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam.” 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang, penulis berhasil 

mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

  

                                                           
9
 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah (Jakarta: KENCANA, 2014), 351. 
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1. Gambaran umum BMT Maslahah Surabaya. 

2. Prosedur pengajuan tabungan berjangka di BMT Maslahah Surabaya. 

3. Bentuk pelaksanaan produk tabungan berjangka di BMT Maslahah 

Surabaya. 

4. Praktik pemberian bonus tabungan berjangka di BMT Maslahah 

Surabaya. 

5. Perspektif hukum Islam terhadap bonus tabungan berjangka di BMT 

Maslahah Surabaya. 

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, agar penelitian ini lebih 

terfokus pada judul, penulis membatasi penelitian yakni sebagai berikut: 

1. Aplikasi pemberian bonus tabungan berjangka di BMT Maslahah 

Surabaya. 

2. Analisis hukum Islam terhadap aplikasi bonus tabungan berjangka di 

BMT Maslahah Surabaya. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari hasil pembatasan masalah tersebut, penulis rumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana aplikasi pemberian bonus tabungan berjangka di BMT 

Maslahah Surabaya? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap aplikasi bonus tabungan 

berjangka di BMT Maslahah Surabaya? 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian 

yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 

pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan 

deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.
10

 

Dari beberapa penelitian terdahulu yang pernah penulis telusuri, 

penulis menemukan beberapa kajian seputar tabungan berjangka, diantaranya 

adalah:  

1. Tesis yang ditulis oleh Mochammad Andre Agustianto tahun 2016 yakni 

berjudul “Analisis Produk Tabungan MDA Berjangka BMT-UGT 

Sidogiri Indonesia”. Tesis ini menjelaskan tentang sistem bagi hasil dari 

tabungan berjangka yang menggunakan akad mud}ha>rabah. Penelitian 

tersebut menghasilkan temuan jika produk Tabungan MDA Berjangka 

tidak hanya menggunakan akad mud}a>rabah saja dalam aplikasinya, 

melainkan juga dikonstruk dengan akad mu<rabah}ah dan akad hibah 

khususnya dalam hal mekanisme pengadaan hadiah langsung tersebut.
11

 

2. Skripsi yang ditulis oleh Hani Mufarochah tahun 2017 “Analisis Hukum 

Islam Terhadap Pemberian Keuntungan Diawal Pada Tabungan 

Mud}a>rabah (MDA) Berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu 

Kabupaten Bangkalan”. Skripsi ini menjelaskan tentang aplikasi 
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pemberian keuntungan diawal pada tabungan mud}ha>rabah. Jika dilihat 

dari segi hukum Islam belum sesuai dengan konsep mud}ha>rabah secara 

umum dan tidak sah disebabkan beberapa rukun yang rusak atau tidak 

terpenuhi syaratnya.
12

 

3. Skripsi yang ditulis oleh Kartika Nur Safitri tahun 2015 “Mekanisme 

Tabungan Berjangka (Deposito) Dengan Bagi Hasil Tinggi Pada Lembaga 

Keuangan Syariah yang Bergerak Pada Usaha Mikro di KJKS 

Arthamadina Banyuputih”. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagi hasil 

dari akad mud}a>rabah di KJKS Arthamedia Banyuputih. Berdasarkan 

penelitian diatas bagi hasil yang akan diterima nasabah atau deposan 

langsung dapat diketahui setiap bulannya.
13

 

Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis 

terletak pada kajian permasalahannya. Jika pada penelitian ini penulis 

meneliti tentang bonus tabungan berjangka yang menggunakan akad wadi>ah 

maka penelitian yang akan diteliti murni membahas tentang praktik bonus 

tabungan berjangka.  

Dari berbagai kajian pustaka diatas, dapat dikatakan bahwa pada 

penelitian ini berbeda dari yang pernah ada. Dalam penelitian ini fokus dan 

mengkaji tentang praktik pemberian bonus diawal pada tabungan berjangka 

di BMT Maslahah Surabaya dan perspektif hukum Islam terhadap bonus 
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tabungan berjangka di BMT Maslahah Surabaya. Dengan menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu dipergunakan 

untuk menjelaskan dan menguraikan teori tabungan berjangka yang 

menggunakan akad wadi>ah yang bersifat umum untuk kemudian diverifikasi 

dengan kenyataan dari hasil penelitian tentang pemberian bonus tabungan 

berjangka yang diberikan diawal. Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa 

penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari peneliti 

terdahulu.  

         

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui dan menjelaskan aplikasi pemberian bonus tabungan 

berjangka di BMT Maslahah Surabaya. 

2. Memahami dan mendiskripsikan analisis hukum Islam terhadap bonus 

tabungan berjangka di BMT Maslahah Surabaya. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dari penelitian yang berjudul “Bonus Tabungan Berjangka pada 

BMT Maslahah di Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam”, diharapkan 

dapat memberikan manfaat serta dapat dipergunakan untuk: 

  

12 



 

 
 

1. Dari aspek teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas 

wawasan serta ilmu pengetahuan terkait pemberian bonus tabungan 

berjangka pada BMT Maslahah Surabaya dan dapat dijadikan sebagai 

sumber pengetahuan. 

2. Dari aspek praktis 

Memperluas dan memperdalam pemahaman penulis pada 

khususnya dan kalangan akademisi pada umumnya terhadap pemahaman 

tentang pemberian bonus tabungan berjangka serta sebagai bahan 

pertimbangan bagi masyarakat dan instansi yang terlibat pada praktik 

pemberian bonus tabungan berjangka yang bisa diambil di awal untuk 

kemudian bisa diterapkan sesuai dengan akad yang diperbolehkan dalam 

fikih muamalah. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk memahami penelitian yang berjudul “Bonus Tabungan 

Berjangka pada BMT Maslahah di Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam”, 

maka penulis perlu memberikan pemahaman terkait istilah-istilah yang ada di 

dalam judul penelitian yakni sebagai berikut: 

1. Hukum Islam 

Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah 

Rasul tentang tingkah laku manusia, dalam hal ini peraturan wadi>ah dan 

13 



 

 
 

hadiah, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat 

yang beragama Islam berdasarkan hukum dan fatwa.
14

 

2. Bonus Tabungan Berjangka 

Hadiah tambahan untuk nasabah yang mengikuti simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang 

disepakati oleh nasabah dan pihak BMT. Dimana pada BMT Maslahah, 

jika kita mempunyai dana sebesar Rp. 300.000.000,- maka kita berhak 

mendapatkan motor, dan apabila kita mempunyai dana sebesar  Rp. 

500.000.000,- maka kita berhak mendapatkan sebuah mobil. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian 

lapangan (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan 

serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi sesuai 

dengan objek yang peneliti pilih. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan kualitatif karena dimaksudkan untuk 

memahami fenomena objek penelitian dan memaparkan data-data yang 

dibutuhkan dalam bentuk deskriptif. 
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3. Objek Penelitian 

Dalam hal ini, peneliti mengkaji tentang bonus tabungan 

berjangka, khususnya di BMT Maslahah Surabaya. 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Maslahah yang berada di 

Jalan Ketapang VI No.05 Pabean Surabaya. 

5. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber 

data primer dan sekunder. 

a. Sumber primer 

Sumber primer adalah sumber yang langsung berkaitan 

dengan objek penelitian.
15

 Adapun sumber primer dalam penelitian ini 

yaitu melalui wawancara dengan pihak BMT Maslahah Surabaya 

yaitu Bapak Rosul Amin selaku Kepala Bagian Simpanan dan 

Pinjaman dan pihak nasabah di BMT Maslahah Surabaya yaitu Bapak 

Sa’duh, Ibu Suparti dan Isma Nursilawati. 

b. Sumber sekunder 

Sumber sekunder yaitu sumber yang mendukung atau 

melengkapi dari sumber primer yang dapat berupa dokumen, buku, 

dan karya ilmiah yang mendukung sumber primer. Diantara sumber 

buku yang penulis jadikan rujukan diantaranya yakni: 
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1. Al-Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah. 

2. Wahbah Az-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu. 

3. Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik. 

4. Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan 

Syariah. 

5. Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. 

6. Mardani, Fiqh Muamalah. 

7. Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah. 

8. Wiratna Sujawerni, Metodologi Penelitian. 

6. Teknik pengumpulan data  

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa teknik antara 

lain:  

a. Observasi 

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang 

fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan 

pencatatan.
16

 Penulis mengamati bagaimana praktik pemberian 

bonus tabungan berjangka di BMT Maslahah Surabaya. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan 
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jawaban atas pertanyaan itu.
17

 Teknik pengumpulan data ini 

dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan 

pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu Bapak 

Rosul Amin selaku pihak BMT Maslahah Surabaya dan pihak 

nasabah di BMT Maslahah Surabaya yaitu Bapak Sa’duh, Ibu 

Suparti dan Isma Nursilawati. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh 

melalui dokumen-dokumen.
18

 Dalam hal ini dokumen yang 

terkumpul adalah data nasabah terhadap praktik pemberian bonus 

tabungan berjangka di BMT Maslahah Surabaya. 

7. Teknik pengolahan data 

Pengolahan data merupakan suatu proses dalam memperoleh data 

ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau 

rumus-rumus tertentu. Setelah data terkumpul, perlu adanya pengolahan 

data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data 

yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan 

keselarasan antara data yang satu dengan data yang lainnya. 

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh 

dalam kerangka uraian yang telah direncanakan. 
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c. Analyzing, yaitu menelaah data-data yang ada, kemudian hasilnya 

dicatat dan diklasifikasikan menurut metode analisis yang sudah 

direncanakan terkait bonus tabungan berjangka pada BMT Maslahah 

di Surabaya dalam perspektif hukum Islam untuk dijadikan acuan 

pada tahapan kesimpulan.
19

 

8. Teknik analisis data 

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, penulis 

menggunakan analisis secara deskriptif analisis, yaitu bertujuan 

mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan 

data-data terhadap praktik pemberian bonus tabungan berjangka di BMT 

Maslahah Surabaya yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan 

menginterpretasikannya. Kemudian dikembangkan dengan pola pikir 

deduktif, yaitu dipergunakan untuk menjelaskan dan menguraikan teori 

tabungan berjangka yang menggunakan akad wadi>ah yang bersifat umum 

untuk kemudian diverifikasi dengan kenyataan dari hasil penelitian 

tentang pemberian bonus tabungan berjangka yang diberikan diawal. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian tentang bonus tabungan berjangka pada BMT 

Maslahah di Surabaya dalam perspektif hukum Islam, supaya penelitian ini 

dapat mengarah pada tujuan yang diharapkan, maka akan disusun sistematika 

penulisannya yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing membicarakan 
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masalah yang berbeda-beda namun saling memiliki keterkaitan. Secara rinci 

pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut: 

Bab pertama pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, perumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, serta 

sistematika pembahasan.  

Bab kedua membahas tentang gambaran umum tentang akad, konsep 

tabungan, wadi>ah dan Dewan Syariah Nasional dalam hukum Islam. Bab ini 

secara teori menjelaskan tentang pengertian akad, syarat sah akad, pengertian 

tabungan berjangka, pengertian wadi>ah, dasar hukum wadi>ah, syarat dan 

rukun wadi>ah, macam-macam wadi>ah, konsep Dewan Syariah Nasional. 

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum BMT Maslahah 

Surabaya meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi BMT Maslahah Surabaya, 

struktur organisasi, produk-produk di BMT Maslahah Surabaya, dan 

operasional tabungan berjangka di BMT Maslahah Surabaya meliputi; 

prosedur pengajuan tabungan berjangka di BMT Maslahah Surabaya, dan 

aplikasi pemberian bonus tabungan berjangka di BMT Maslahah Surabaya. 

Bab keempat membahas tentang analisis hukum Islam terhadap 

bonus tabungan berjangka yang bisa diambil diawal di BMT Maslahah 

Surabaya yang memuat analisis akad tabungan berjangka yang menggunakan 

akad wadi>ah, analisis praktik pemberian bonus tabungan berjangka di BMT 

Maslahah Surabaya. 
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Bab kelima penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari 

penulis yang akan disampaikan untuk pembaca mengenai bonus tabungan 

berjangka pada BMT Maslahah di Surabaya.  
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BAB II 

KONSEP AKAD, TABUNGAN, WADI>AH, DAN DEWAN SYARIAH 

NASIONAL DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Akad 

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah 

masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh 

harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari–

hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. 

Al-Qur’an surat al-Maaidah (5) ayat 1 menyebutkan: 

ا الَّذِينا آمانُوا أاوْفُوا بِِلْعُقُودِ   يَا أاي ُّها
“Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu”. 

20 

اارااداالأاخِراةِ ف اعالايْهِ بِِلْعِلْمِ بِِلْعِلْمِ وامانْ  مانْ اارااداالدُّ نْ ياا ف اعالايْهِ   
Barangsiapa yang menginginkan keuntungan di dunia maka 

hendaknya ia berilmu dan barangsiapa yang menginginkan 

keuntungan akirat, hendaknya ia juga berilmu. (HR. Bukhari 

Muslim)
21

 

 
Kata “akad” berasal dari bahasa arab al-aqdu dalam bentuk jamak 

disebut al-uquud yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama 

fikih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai 

dengan kehendak syariat yang menetepakan adanya pengaruh (akibat) hukum 

dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mendefinisikan bahwa 

perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri
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 tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini 

diwujudkan pertama, dalam ijab dan kabul. Kedua, sesuai dengan kehendak 

syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan. 

Akad (ikatan, keputusan, dan penguatan) atau perjanjian atau 

transaki dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai 

syariah. Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi 

tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, 

seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti 

jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. 

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan 

penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan 

kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada 

sesuatu.
22

  

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud 

dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau 

lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. 

 

B. Syarat Sah Akad 

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang 

merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah: 
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1. Al-Aqid atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau 

badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan 

hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum mumayyid tidak 

sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-

kecil atau murah seperti korek api, korek kuping, dan lain-lain. 

2. Shighat atau perbutan yang menunjukan terjadinya akad berupa ijab dan 

kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang yang diucapkan oleh 

penjual, sedangkan kabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari 

pembeli.  

3. Al-Ma’qud alaih atau objek akad. Objek akad adalah amwal atau jasa 

yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.  

4. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara’ dan tujuan 

akad itu terkaid erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya 

tujuan kad jual beli adalah untuk memindahkan hak penjual kepada 

pembeli dengan imbalan. Dalam akad ijarah, tujuanya adalah pemilikan 

manfaat orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan 

imbalan, dan dalam ariyah tujuanya adalah pemilikan manfaat oleh pihak 

yang meminjam tanpa imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad 

berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak sah. Tujuan 

setiap akad, menurut para ulama fiqh, hanya diketahui melalui syara’ dan 

harus sejalan dengan kehendak syara’. Atas dasar itu, seluruh akad yang 

memiliki tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak 

syara’. Hukumnya tidak sah, seperti berbagai akad yang dilangsungkan 
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dalam rangka menghalalkan riba. Misalnya, jual beli al-‘ainah (salah satu 

bentuk akad semu yang diciptakan untuk menghalalkan riba). Di dalam 

jual beli seperti ini, seseorang (ahmad) menjual barangnya kepada 

pembeli (budi) apabila dengan utang harganya Rp 220.000,- dengan 

tenggang waktu satu bulan. Kemudian ahmad membeli lagi barang itu 

kepada budi saat itu juga, dengan harga tunai Rp 200.000,- sekalipun budi 

sudah menerima uang Rp 200.000,- yang harus dibayar bila masa satu 

bulan telah habis. Selisih Rp 20.000,- itu, menurut para para fukaha 

termasuk riba. Oleh sebab itu, akad itu tidak sejalan dengan tujuan yang 

dikehendaki syara’. Bentuk lain dari jual beli bentuk semu itu adalah 

menjual anggur kepada pengelolah pabrik minuman keras, maka penjual 

dilarang untuk menjual anggur itu kepada pengelole minuman keras itu. 

Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia 

sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, 

namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi 

syarat-syarat dari akad tersebut.
23

 

Di samping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. 

Adapun syarat-syarat itu adalah: 

1. Syarat adanya sebuah akad (Syarth Al-In-Iqod). Syarat adanya akad adalah 

sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui syara’, syarat 

ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah 

syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu:  
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1) syarat-syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun akad, yaitu shighat, 

objek akad (ma’qud alaih), para pihak yang berakad (aqidain), tujuan 

pokok akad, dan kesepakatan.  

2) akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur khilaf 

atau pertentangan, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, tagrir atau 

penipuan, dan ghubn atau penyamaran. 

3) akad  itu harus bermanfaat. Adapun syarat khusus adanya sebuah akad 

adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus 

seperti adanya saksi dalam akad. Jual beli yang dilakukan di hadapan 

saksi dianjurkan berdasarkan:  

ناكُمْ كاا يْنٍ إِلَاٰ أاجالٍ مُسامًّى فااكْتُ بُوهُ ۚ والْياكْتُبْ ب اي ْ تُمْ بِدا اي ان ْ تِبٌ يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا إِذاا تادا
ُ ۚ ف الْياكْتُبْ والْيُمْلِلِ الَّذِي عالايْهِ الْاْقُّ  هُ اللََّّ ا عالَّما  بِِلْعادْلِ ۚ والَا يَاْبا كااتِبٌ أانْ ياكْتُبا كاما

ئًا ۚ فاإِنْ كاانا الَّذِي عالايْهِ الْاْقُّ سافِيهًا أاوْ ضاعِيفًا أاوْ  ي ْ  لَا والْي اتَّقِ اللََّّا رابَّهُ والَا ي ابْخاسْ مِنْهُ شا
الِكُمْ ۖ فاإِنْ لاْ  يْنِ مِنْ رجِا  ياسْتاطِيعُ أانْ يُُِلَّ هُوا ف الْيُمْلِلْ واليُِّهُ بِِلْعادْلِ ۚ وااسْتاشْهِدُوا شاهِيدا

را إِحْدا  اهُاُا ف اتُذاكِ  اءِ أانْ تاضِلَّ إِحْدا نِ مَِّنْ ت ارْضاوْنا مِنا الشُّهادا اهُاُا ياكُونَا راجُلايِْْ ف اراجُلٌ واامْراأاتَا
بِيراً إِلَاٰ  اءُ إِذاا ماا دُعُواۚ  والَا تاسْأامُوا أانْ تاكْتُ بُوهُ صاغِيراً أاوْ كا  الْأُخْراىٰۚ  والَا يَاْبا الشُّهادا

بوُا ۖ إِلََّ أانْ تاكُونا تِا  لِهِۚ  ذاٰلِكُمْ أاقْساطُ عِنْدا اللََِّّ واأاقْ وامُ للِشَّهااداةِ واأادْنَاٰ أالََّ ت ارْتَا اراةً أاجا
ناكُمْ ف الايْسا عالايْكُمْ جُنااحٌ أالََّ تاكْتُ بُوهااۗ  واأاشْهِدُوا إِذاا ت ابااي اعْتُمْۚ  والَا   حااضِراةً تُدِيرُون اهاا ب اي ْ

  ُۗ اتِبٌ والَا شاهِيدٌۚ  واإِنْ ت افْعالُوا فاإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ واات َّقُوا اللََّّا ۖ وايُ عالِ مُكُمُ اللََّّ ُ يُضاارَّ كا وااللََّّ
                                                                        بِكُلِ  شايْءٍ عالِيمٌ 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di 

antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah 

penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah 
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orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan 

ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 

hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah 

akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak 

mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya 

mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua 

orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak 

ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua 

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 

jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. 

Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis 

hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah 

dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada 

tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu 

itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang 

kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi 

kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah 

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi 

saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang 

demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu 

kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
24

 

 

Demikian ini karena jual beli yang dilakukan di hadapan saksi 

dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjahukan diri dari 

sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, 

khususnya jika barang dagangan tersebut mempunyai nilai sangat 

penting. Jika barang dagangan itu memiliki nilai sedikit, maka tidak 

dianjurkan mempersaksikanya. Ini adalah pendapat asy-Syafi’i, hanafiyah, 

ishak, dan ayub. Sebagian fukaha menyatakan bahwa mendatangkan saksi 

dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat 

ini diriwiyatkan oleh ibnu abbas yang dikuti oleh atha, jabir, dan lain-lain. 
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2. Syarat sah akad. Secara umum para fukaha menyatakan bahwa syarat 

sahnya akad adalah tidak tedapatnya lima hal perusak sahnya (mufsid) 

dalam akad, yaitu: ketidak jelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran 

(al-jilalah), adanya paksaan (ikrah), membatasi kepemilikan terhadap 

suatu barang (tauqif), terdapat unsur tipuan (gharar), terdapat bahaya 

dalam pelaksanaan akad (dharar). 

3. Syarat berlakunya (nafidz) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya 

akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah 

akad yaitu:  

a. adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (Al-

wilayah) untuk mengadakan akad, baik secar langsung ataupun 

perwakilan. 

b. pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hal orang. 

4. Syarat adanya kekuatan hukum (Luzum Abad) suatu akad baru bersifat 

mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar (hak untuk 

meneruskan atau membatalkan transaksi). 

Menurut Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, penerapan prinsip-prinsip 

hukum perjanjian syariah dalam pembuatan perjajian bisnis harus 

memerhatiakan beberapa hal: 

1. Dari segi subjek akad atau para pihak yang membuat perjanjian: 

1) Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang 

dewasa dan bukan mereka yang secara hukum berada di bawah 

pengampunan atau perwalian. Seseorang yang belum dewasa atau 
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berada dibawah perwalian, di dalam melakukan perjajian wajib 

diwakili oleh wali atau pengampunya. 

2) Identitas para pihak dan kedudukanya masing-masing dalam dirinya 

sendiri atau mewakili sebuah badan hukum. 

3) Tempat dan syarat perjajian dibuat untuk untuk kebaikan, seyogianya 

harus disebutkan dengan jelas. 

2. Dari segi tujuan dan objek akad:  

1) Disebutkan secara jelas tujuan dari dibuatnya akad tersebut, misalnya 

jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, dan seterusnya yang telah 

dijelaskan oleh ajaran islam. 

2) Sekalipun diberikan kebebasan dalam menentukan objek akad, namun 

jangan sampai menentukan suatu objek yang dilarang oleh ketentuan 

hukum islam atau ‘urf (kebiasaan/kepatutan) yang sejalan dengan 

ajaran islam. Dengan kata lain, objek akad harus halal dan thoyyib. 

3. Adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan: 

1) Waktu perjanjian; baik bermula atau berkahirnya perjanjian, jangka 

waktu angsuran, dan berakhirnya harus diketahui dan disepakati oleh 

para pembuat akad. Tidak boleh terubah di tengah atau ujung 

perjalanan pelaksanaan kesepakatan, kecuali hal itu disepakati oleh 

pembuat akad. 

2) Jumlah dana; dana yang dibutuhkan, nisbah atau margin yang 

disepakati, biaya-biaya yang diperlukan dan hal-hal emergency yang 

memerlukan biaya-biaya lain. 
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3) Mekanisme kerja; disepakati sejauh mana kebolehan melakukan 

operasional pengawasan dan penilaian terhadap suatu usaha 

(khususnya pembiayaan mud}arabah dan musyarakah). 

4) Jaminan; bagimana kedudukan jaminan, seberapa besar jumlah dan 

kegunaan jaminan tersebut serta hal-hal lain yang berkaitan denganya. 

5) Penyelesaian; bila terjadi penyelesaian atau tidak adanya kesesuaian 

antara dua belah pihak bagaimana cara penyelesaian yang disepakati, 

tahapan-tahapan apa yang harus dilalui dan seterusnya. 

6) Objek yang dijanjikan dan cara pelaksanaanya. 

4. Adanya persamaan/kesetaraan/kesederajatan/keadilan: 

1) Dalam hal menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara 

lembaga keuangan dan nasabah 

2) Dalam penyelesaian ketika mengalami kegagalan usaha dan jaminan. 

 

C. Pengertian Tabungan 

1. Tabungan 

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 

10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak 

dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 
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Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-

syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk menarik uang 

yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan bank lainnya 

berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya.
25

 

2. Tabungan Berjangka 

Pengertian tabungan berjangka menurut Undang-Undang No.10 

Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan 

bank. 

Tabungan berjangka merupakan tabungan yang diterbitkan 

menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu tabungan berjangka 

biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan.
26

 

Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya 

adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 

bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu 

tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. 

 

D. Pengertian Wadi>ah 

Secara bahasa al-wad’ artinya meninggalkan. Dan al-wadi>ah secara 

bahasa artinya adalah sesuatu yang diletakkan di tempat orang lain untuk 

dijaga. Adapun dalam definisi syara’, kata wadi>ah disebutkan untuk penitipan 
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dan untuk benda yang dititipkan dan yang lebih rajah, wadi>ah adalah akad, 

hanya saja kata yang lebih benar untuk akad peitipan ini adalah al-i>da>’ 

(penitipan), bukan wadi>ah (barang titipan).
27

 

Definisi akad penitipan menurut sejumlah ulama pensyarah dalam 

Mazhab Hanafi adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang 

lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan 

dengan ucapan maupun dengan secara tidak langsung (dila>lah).  

Ada dua definisi wadi’ah yang dikemukakan oleh ahli fikih. Pertama, 

ulama mazhab Hanafi mendefinisikan wadi’ah dengan, “mengikut sertakan 

orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui 

tindakan, maupun melalui isyarat.” Misalnya, seseorang berkata pada orang 

lain, “Saya titipkan tas saya ini pada anda,” lalu orang itu menjawab, “saya 

terima,” maka sempurnalah akad wadi’ah; atau seseorang menitipkan buku 

pada orang lain dengan mengatakan, “Saya titipkan buku saya ini pada anda,” 

lalu orang yang dititipi diam saja (tanda setuju). Kedua, ulama mazhab 

Maliki, mazhab Syafi’i, dan mazhab Hanbali, mendefinisikan wadi’ah 

dengan, “mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara 

tertentu. 
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E. Dasar Hukum Wadi>ah 

Akad wadi>ah ini dimasyrukkan dan dianjurkan berdasarkan firman 

Allah sebagai berikut: 

مْتُمْ ب ايْْا ا ا واإِذاا حاكا تِ إِلَاٰ أاهْلِها إِنَّ اللََّّا  لنَّاسِ أانْ تَاْكُمُوا بِِلْعادْلِ ۚ إِنَّ اللََّّا يَاْمُركُُمْ أانْ تُ ؤادُّوا الْأاماانَا
يعًا باصِيراً   نعِِمَّا ياعِظُكُمْ بهِِۗ  إِنَّ اللََّّا كاانا سَاِ

 Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat. (an-Nisaa’: 58)
28

 

 

انٌ ما  اتبًِا فارهِا دُوا كا تُمْ عالاىٰ سافارٍ والاْ تاِ  قْبُوضاةٌ ۖ فاإِنْ أامِنا ب اعْضُكُمْ ب اعْضًا ف الْيُ ؤادِ  الَّذِي اؤْتُُِنا واإِنْ كُن ْ
 ت اعْمالُونا عالِيمٌ   اِااأاماان اتاهُ والْي اتَّقِ اللََّّا رابَّهُۗ  والَا تاكْتُمُوا الشَّهااداةا ۚ وامانْ ياكْتُمْهاا فاإِنَّهُ آثٌِِ ق الْبُهُ ۗ وااللََُّّ 

 Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 

berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. (al-Baqarah: 283)
29

 

 

Para ulama sepanjang masa juga berijma atas kebolehan akad 

penitipan ini. Hal ini karena orang-orang memerlukannya, bahkan itu 

merupakan kebutuhan darurat. 

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh (ja’iz). Bahkan, 

disunahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya 
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mampu menjaga berang titipan.
30

 Wadi>ah adalah sebagai amanat yang ada 

pada orang yang dititipkan, dan ia berkewajiban mengembalikannya pada 

saat pemiliknya meminta.
31

 

 

F. Rukun Akad Wadi>ah dan Syarat-Syaratnya 

Rukun akad wadi>ah menurut para ulama Mazhab Hanafi adalah ijab 

dan qabul, yaitu penitip berkata kepada orang lain, “Saya menitipkan barang 

ini kepadamu”, atau, “Jagalah barang ini untukku”, atau, “Ambillah barang 

ini sebagai titipan padamu”, dan sejenisnya, lalu orang kedua menerimanya. 

Menurut jumhur ulama, rukun akad wadi>ah ada empat, yaitu dua 

orang yang melakukan akad (orang yang titip/muwaddi’ dan orang yang 

dititipi/muwadda’ atau wadii’), sesuatu yang dititipkan, dan sighah (ijab dan 

qabul).
32

 

Menurut para ulama Hanafi, dua orang yang melakukan akad wadi>ah 

disyaratkan harus berakal, sehingga tidak sah penitipan anak kecil yang tidak 

berakal dan orang gila. Sebagaimana tidak sah juga menerima titipan dari 

orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. 

Tidak disyaratkan sifat baligh dalam hal ini, sehingga sah penitipan 

dari anak kecil yang dibolehkan untuk berjualan, karena penitipan ini 

termasuk yang diperlukan oleh seorang penjual. Sebagaimana sah juga 
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penitipan kepada anak kecil yang telah diperbolehkan melakukan jual beli, 

karena ia termasuk yang bisa melakukan penjagaan. Adapun anak kecil yang 

mahjuur (dihalangi untuk membelanjakan harta), maka tidak sah menerima 

titipan darinya, karena umumnya anak kecil tersebut tidak mampu menjaga 

harta. 

Menurut jumhur ulama, dalam akad wadi>ah disyaratkan pula hal-hal 

yang diyaratkan dalam waka<lah, seperti balig, berakal, dan bisa mengatur 

pembelanjaan harta. Dalam akad wadi>ah, sesuatu yang dititipkan dapat 

diterima, sehingga jika seseorang menitipkan budak yang sedang melarikan 

diri atau burung yang sedang terbang di udara atau harta yang jatuh di dalam 

laut, maka orang yang dititipi tidak wajib memberikan ganti jika terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan pada titipan itu.
33

 

 

G. Macam-Macam Wadi>ah 

Secara umum terdapat dua jenis wadi>ah, yaitu wadi>ah yad al-amanah 

dan wadi>ah yad adh-dhamanah. 

1. Wadi>ah yad al-amanah 

Wadi>ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan 

digunakan oleh penerima titipan. 
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b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang 

bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan 

tanpa boleh memanfaatkannya. 

c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk 

membebankan biaya kepada yang menitipkan. 

d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh 

dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang 

memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit 

box. 

2. Wadi>ah yad dhamanah 

Wadi>ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Harta dan barang yang dititipan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh 

yang menerima titipan. 

b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut 

tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada 

keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat 

kepada si penitip. 

c. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini. 

Prinsip wadi>ah yad dhamanah inilah yang secara luas kemudian 

diaplikasikan dalam dunia perbankan syariah dalam bentuk produk-produk 

pendanaan, yaitu: 
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1. Giro (Current Account) Wadi>ah. 

2. Tabungan (Saving Account) Wadi>ah.34
 

 

H. Dewan Syariah Nasional (DSN) 

1. Pengertian dan Kedudukan DSN 

Dewan Syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam 

menjamin ke-Islaman keuangan syariah di seluruh dunia. Di Indonesia, 

peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk 

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan 

oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 

Februari 1999. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  

Tentang Perbankan (UU Perbankan No. 10 Tahun 1998), kegiatan dan 

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah semakin giat dilaksanakan, 

bahkan dalam  UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 telah memuat 

ketentuan tentang aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Hal 

inilah yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan pesat aktivitas 

perekonomian yang berasaskan prinsip syariah. Termasuk yang 

mendorong berdirinya beberapa lembaga keuangan syariah. 

Perkembangan pesat lembaga keuangan syariah tersebut 

memerlukan regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian oprasional 

lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Persoalan 
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muncul karena institusi regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan 

mengawasi lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan 

kementrian keuangan tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang 

syariah. Ke dua lembaga pemerintahan tersebut tidak memiliki otoritas 

untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks-teks 

keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang bersesuaian untuk 

setiap lembaga keuangan syariah. Selain itu, lembaga tersebut tidak 

dibekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otoritas 

dalam mengurus masalah syariah.  

Berdasarkan hal teresebut, muncullah gagasan untuk dibentuk 

DSN, yang jauh sebelumnya memang sudah diwacanakan, tepatnya pada 

tanggal 19-20 Agustus tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan 

yang membahas tentang bunga bank serta pengembangan ekonomi rakyat 

yang akhirnya merekomendasikan kepada pihak pemerintah agar 

memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Sehingga pada 

14 Oktober 1997 diselenggarakan lokakarya ulama tentang Reksadana 

Syariah, dan salah satu rekomendasinya adalah pembentukan DSN. 

Rekomendasi tersebut kemudian ditindak lanjuti sehingga tersusunlah 

DSN secara resmi pada tahun 1998. 

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara 

struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah 

yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung 

dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya, 
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pendirian DSN dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi 

para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah 

ekonomi dan keuangan, selain itu DSN juga diharapkan dapat berperan 

sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip 

ajaran islam dalam kehidupan ekonomi. 

Berkaitan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah 

itulah, keberadaan DSN beserta produk hukumnya mendapat legitimasi 

dari BI yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas dibidang 

perbankan, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia Nomor 32/34/1999, di mana pada pasal 31 dinyatakan: “untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah 

diwajibkan memperhatikan fatwa DSN”, lebih lanjut, dalam Surat 

Keputusan tersebut juga dinyatakan: “”demikian pula dalam hal bank 

akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 dan 

Pasal 29, jika ternyata kegiata usaha yang dimaksudkan belum 

difatwakan oleh DSN, maka wajib meminta persetujuan DSN sebelum 

melakukan usaha kegiatan tersebut”. 

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 (PBI) 

lebih mempertegas lagi posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) bahwa 

setiap usaha Bank Umum yang membuka Unit Usaha Syariah diharuskan 

mengangkat DPS yang tugas utamanya adalah memberi nasihat dan saran 

kepada direksi serta mengawasi kesesuaian syariah. Sedangkan dalam 

ketentuan UUPS No. 21 Tahun 2008 tegas dinyatakan bahwa DPS 
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diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi MUI. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa DSN merupakan 

lembaga satu-satunya yang diberi amanat oleh undang-undang untuk 

menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah, juga 

merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum 

islam kepada lembaga keuangan syariah dalam menjalanan aktivitasnya. 

Ketentuan tersebut sangatlah penting dan menjadi dasar hukum utama 

dalam perjalanan operasinya. Tanpa adanya ketentuan hukum, termasuk 

hukum islam, maka lembaga keuangan syariah akan kesulitan dalam 

menjalankan aktivitasnya
35

 

2. Status dan Anggota 

Dewan Syariah Nasional adalah Dewan Yang dibentuk oleh MUI 

untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas 

lembagan keuangan syariah. 

a. DSN merupakan bagian dari MUI 

b. DSN membantu pihak terkait, seperti Depkeu, BI dan lain-lain 

dalam menyusun peraturan/ ketentuan untuk lembaga keuangan 

syariah. 

c. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar 

dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. 
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d. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti 

sama dengan periode masa bakti pengurus MUI Pusat, (5 tahun). 

3. Tugas DSN 

a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan 

perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, 

termasuk usaha bank, asuransi, dan reksa dana. 

b. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. 

4. Wewenang DSN 

a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS pada masing-masing 

lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak 

terkait. 

b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan 

yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen 

Keuangan dan BI. 

c. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-

nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan 

syariah. 

d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang 

diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas 

moneter/lembaga keuangan dalam dan luar negeri. 

e.  Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk 

menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh 

DSN. 
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f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil 

tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. 
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BAB III 

PEMBERIAN BONUS DI AWAL PADA TABUNGAN BERJANGKA             

DI BMT MASLAHAH SURABAYA 

 

A. Gambaran Umum BMT Maslahah Surabaya 

1. Sejarah Berdirinya BMT Maslahah 

Koperasi BMT MASLAHAH yang semula bernama Koperasi 

BMT MMU (Maslahah Mursalah lil Ummah)  berkedudukan di  Jl. Raya 

Sidogiri No. 10 Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, 

berdiri pada tanggal 17 Juli 1997 M atau 12 Robi’ul Awwal 1418 H. 

Terbentuknya koperasi ini bermula dari sebuah keprihatinan dari para 

guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri 

menatap realita perilaku masyarakat yang cenderung kurang 

memerhatikan kaidah-kaidah syariah  bidang muamalah, yaitu adanya 

praktik-praktik yang mengarah pada ekonomi ribawi yang dilarang tegas 

oleh agama. 

Menurut hasil wawancara dari kepala bagian simpanan dan 

pinjaman BMT Maslahah Surabaya,
36

 pada tahun 2011, BMT MMU 

mendirikan cabang di Surabaya tepatnya di Jalan Ketapang VI No.05 

Pabean Surabaya dan berganti nama menjadi BMT Maslahah. Dengan 

modal awal sebesar 80 juta, yang terhimpun dari anggota BMT Maslahah.
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2. Visi dan Misi BMT Maslahah 

Visi :  Menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, tangguh, 

professional dan mampu memberikan pelayanan prima dalam 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan 

masyarakat. 

Misi :  

a. Mengelola koperasi dan unit usaha secara professional dengan 

menerapkan prinsip “Good Corporate Governance” untuk 

menciptakan kesejahteraan anggota. 

b. Meningkatkan pelayanan dan peran serta pengembangan 

koperasi ke arah yang lebih maju dan produktif dalam 

mewujudkan penerapan syariah kaffah. 

c. Meningkatkan pembinaan anggota sebagai eduksi menuju 

koperasi yang berkualitas. 

d. Membangun kemitraan dengan pihak lain dalam koperasi. 

e. Mengembangkan kepedulian sosial. 

Motto: Syariah Menjadikan Berkah 

3. Struktur Organisasi BMT Maslahah 

a. Kepala Cabang 

Tugas pokok pimpinan cabang adalah mengkoordinasikan dan 

melakukan peningkatan kinerja cabang untuk mencapai target cabang 

yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.  
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b. KBS 

Tugas utama KBS adalah bagian yang mengatur simpan dan 

pinjam yang ada di BMT Maslahah. 

c. AOP 

Tugas AOP adalah untuk menangani orang yang bermasalah, 

penagihan kurang lancar, diragukan, dan macet dalam hal piutang. 

d. AOA 

Tugas AOA adalah menganalisa aset nasabah yang 

mengajukan pembiayaan (bagian analisa dan survey). 

e. AOSP 

Tugas AOSP adalah untuk mencari pembiayaan tabungan dan 

pencarian data. Adapun prosedur penugasannya sebagai berikut: 

1) Melakukan wawancara awal untuk menggali informasi awal 

mengenai kebutuhan pemohon dan menjelaskan persyaratan dan 

ketentuan yang berlaku. 

2) Berikan formulir permohonan pada pemohon 

3) Menerima formulir permohonan dan berkas permohonan dari 

pemohon 

4) Periksa dan check list kelengkapan berkas pengajuan dan 

persyaratan pembiayaan dari pemohon serta masa berlaku 

dokumen 

5) Cocokkan semua dokumen fotocopy dengan dokumen aslinya dan 

bubuhi cap/stempel “fotocopy sesuai aslinya” serta memparaf. 

6) Periksa konsistensi data yang sama dari berbagai dokumen 
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7) Catat data permohonan dalam buku registrasi pembiayaan (jika 

sudah lengkap dan benar) 

8) Serahkan berkas pengajuan dan persyaratan pembiayaan kepada 

Account Officer Survey dan Analisa (AOA). 

9) Lanjut SOP Survey dan Analisa Pembiayaan. 

f. Teller 

Tugas pokok dari teller adalah melayani nasabah untuk 

menerima dan membayarkan dananya sesuai dengan limitasi yang 

diberikan oleh pejabat yang berwenang. 

4. Produk BMT Maslahah 

a. Penghimpunan Dana 

1) Tabungan Umum 

Jenis tabungan dimana uang yang ditabung bisa diambil 

sewaktu-waktu. Tabungan umum ini menggunakan akad 

mud}a>rabah dikarenakan tabungan umum ini tanpa perjanjian, dan 

bagi hasilnya mengikuti perkembangan BMT Maslahah. 

 Saldo awal : Rp. 30.000,- 

Biaya buka rekening : Rp. 5.000,- 

Minimal menabung : Rp. 3.000,- 

2) Tabungan Aqiqah 

Jenis tabungan dimana uang yang ditabung bisa diambil 

ketika telah mencapai harga kambing. Pengambilan tabungan ini 

bisa diambil dalam bentuk kambing ataupun uang. Tabungan ini 

berlaku untuk 100 hari sebelum dilaksanakannya aqiqah. Nasabah 
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yang mengikuti tabungan ini diwajibkan menabung setiap hari 

selama 100 hari. Besaran tabungan tiap hari tergantung harga 

kambing. 

3) Tabungan Pendidikan 

Tabungan yang ditujukan untuk pendidikan di masa yang 

akan datang. Tabungan ini bersifat tabungan pribadi dan juga bisa 

bersifat tabungan lembaga jika yang menabung tersebut berasal 

dari madrasah. Tidak ada ketentuan yang mengikat dalam 

tabungan ini. Biasanya tabungan ini diambil oleh pemiliknya pada 

bulan-bulan pergantian kenaikan kelas. 

4) Tabungan Ziarah 

Tabungan ini dikhususkan hanya untuk ziarah/wisata 

religi. Tujuan ziarah tersebut hanya untuk wali 5 saja. Nasabah 

yang mengikuti tabungan ziarah ini diwajibkan menabung setiap 

hari selama dua bulan sebelum pemberangkatan. Besaran tabungan 

perbulan tergantung biaya yang harus dikeluarkan ketika 

mengikuti ziarah wali 5 tersebut. 

5) Tabungan Idul Fitri 

Jenis tabungan yang hanya bisa diambil ketika idul fitri. 

Nasabah diwajibkan menabung sebesar Rp. 5.000,- per hari sampai 

sebulan sebelum idul fitri. Selain menabung, nasabah juga akan 

mendapatkan bonus berupa barang sembako.  
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6) Tabungan Talangan Haji 

Jenis tabungan yang dikhususkan untuk nasabah yang 

menginginkan ibadah haji, namun belum mempunyai cukup uang 

untuk melaksanakannya. Tidak ada ketentuan untuk angsuran 

yang harus dibayar oleh pihak nasabah setiap harinya.  

7) Tabungan Berjangka 

Jenis tabungan dimana nasabah terikat dalam suatu 

perjanjian tertentu. Tabungan ini menggunakan akad wadi>ah.  

b. Penyaluran Dana 

1) Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang 

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) 

yang disepakati oleh penjual (BMT) dan pembeli (nasabah) 

2) Pembiayaan Talangan Haji 

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman dana talangan 

dari BMT Maslahah kepada anggota untuk menutupi kekurangan 

dana untuk memperoleh nomor porsi haji. Talangan haji yang 

diberikan mulai dari nominal Rp. 5.000.000 s.d Rp. 24.000.000 

3) Gadai Emas 

Gadai emas syariah adalah pinjaman yang mudah dan 

praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat, dengan 

sistem gadai sesuai syariah dengan agunan berupa emas. Cara 

memperoleh pinjaman cukup membawa barang jaminan, disertai 

copy identitas ke loket penaksir dan barang jaminan akan ditaksir 

47 



 
 

 
 

oleh penaksir, selanjutnya akan memperoleh uang pinjaman 

sebesar 90% dari nilai taksiran.
37  

 

B. Operasional Tabungan Berjangka BMT Maslahah Surabaya 

1. Prosedur Pengajuan Tabungan Berjangka 

Untuk menjadi nasabah di BMT Maslahah Surabaya, calon atau 

nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak 

BMT sebagai calon nasabah yang akan mengambil salah satu produk 

khususnya tabungan berjangka. Dimana produk tersebut merupakan 

tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka 

waktu tertentu. Tabungan ini menggunakan akad yang berdasarkan 

prinsip syariah yakni wadi>ah. Pendaftaran tabungan berjangka tidak jauh 

beda dengan pendaftaran tabungan umum, yang membedakannya yakni 

penarikan dalam tabungan umm bisa dilakukan setiap saat. 

Jadi menurut paparan Kepala Bagian Simpanan dan Pinjaman, 

sebagai calon nasabah yang akan mengambil produk tabungan berjangka 

ada beberapa langkah yang harus dilalui, diantaranya: 

a. Nasabah menemui pihak BMT Maslahah untuk melakukan konsultasi 

tentang tabungan berjangka yang ada di BMT Maslahah. 

b. Pihak BMT Maslahah menjelaskan semua prosedur tentang tabungan 

berjangka 
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c. Setelah nasabah mengetahui semua prosedur tentang tabungan 

berjangka, maka calon nasabah harus mengisi formulir permohonan 

pembukaan tabungan yang disediakan oleh pihak BMT Maslahah. 

Adapun isi formulir permohonan pembukaan tabungan berjangka 

meliputi: 

1) Mengisi nama lengkap 

2) Tempat/tanggal lahir 

3) Alamat sesuai kartu identitas 

4) Nomor telepon 

5) Pekerjaan 

6) Nomor kartu identitas 

7) Menyerahkan fotocopy KTP 

8) Membuka rekening tabungan. Adapun ketentuannya yakni: 

a) Saldo awal : Rp. 30.000,- 

b) Biaya buka rekening : RP. 5.000,- 

d. Setelah nasabah mengisi semua berkasnya, pihak BMT Maslahah 

memasukkan data tersebut ke dalam komputer  

e. Nasabah mendapat buku tabungan dari BMT Maslahah 

Setelah nasabah mendapatkan buku tabungan dari pihak BMT 

Maslahah, nasabah harus mengisi akta perjanjian tabungan berjangka. 

Dimana akta tersebut merupakan tanda bukti bahwasanya nasabah 

mempunyai tabungan berjangka di BMT Maslahah Surabaya. Setelah 
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persyaratan sudah terisi lengkap, maka nasabah sudah sah dan resmi 

menjadi nasabah produk tabungan berjangka di BMT Maslahah Surabaya. 

2. Aplikasi Pemberian Bonus Tabungan Berjangka 

Dalam penerapannya, sebagai contoh Ibu Suparti nasabah yang 

mengikuti tabungan berjangka, awalnya membayar Rp. 5.000,- untuk 

biaya buka rekening, Rp. 30.000,- masuk rekening tabungan umum, Rp 

300.000.000,- masuk rekening tabungan berjangka. Menurut pemaparan 

pihak BMT Maslahah, didalam tabungan berjangka terdapat tabungan 

umum karena distribusi bagi hasilnya secara otomatis masuk ke tabungan 

umum, maka dari itu dianjurkan membuka 2 rekening tabungan, yaitu 

tabungan umum dan tabungan berjangka. 

Dalam tabungan berjangka menggunakan akad wadi>ah, dimana 

sebenarnya di dalam akad wadi>ah ini tidak terdapat bagi hasil. Berbeda 

dengan tabungan umum yang menggunakan akad mud}a>rabah terdapat 

bagi hasil setiap bulannya secara otomatis melalui sistem BMT 

Maslahah. Lalu bagaimana bonus tabungan berjangka bisa ada sedangkan 

di dalam akadwadi>ah tidak terdapat bagi hasil? 

Di dalam sistem BMT Maslahah, terdapat sistem yang bernama 

pengeluaran kas. Dari situlah dalam produk tabungan berjangka bisa 

mendapatkan bonus. Awalnya, pihak BMT Maslahah mencari kode bonus 

tabungan berjangka yang ada di sistem komputer yang ada di BMT 

Maslahah, lalu bonus tersebut dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke 

rekening nasabah yang mengikuti tabungan berjangka. 
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Adapun maksud bonus menurut Bapak Rosul Amin selaku 

Kepala Bagian Simpanan dan Pinjaman dari BMT Maslahah menegaskan 

bahwa istilah tersebut hanya untuk mengganti istilah bagi hasil. 

Sedangkan alasan pihak BMT Maslahah menggunakan akad wadi>ah yaitu 

dikarenakan bonus yang dimiliki nasabah lebih besar daripada 

menggunakan akad mud}a>rabah yang digunakan dalam tabungan umum. 

Jika terdapat nasabah tabungan berjangka yang ingin mengambil uang 

tabungannya sebelum jatuh tempo, maka pihak nasabah harus 

mengembalikan bonus yang telah didapatnya. 

Untuk bagi hasil dari tabungan berjangka, pihak BMT Maslahah 

menjelaskan kepada nasabah kalau produk tabungan berjangka ini tidak 

mendapatkan bagi hasil di akhir akad melainkan pemberian bonus sebagai 

ganti bagi hasil itu berada di awal akad dengan berupa barang yang 

berbeda-beda sesuai dengan jumlah nominal uang yang ditentukan oleh 

pihak BMT Maslahah, diantaranya: 

No Jumlah Waktu Harga Barang Nama Barang 

1 5.000.000 12 250.000 KOMPOR RINAI 2 

TUNGKU 

2 2.500.000 24 250.000 KOMPOR RINAI 2 

TUNGKU 

3 1.500.000 36 250.000 KOMPOR RINAI 2 

TUNGKU 

4 5.500.000 12 300.000 KIPAS ANGIN TEMPEL 

5 3.000.000 24 300.000 KIPAS ANGIN TEMPEL 

6 2.000.000 36 300.000 KIPAS ANGIN TEMPEL 

7 11.000.000 12 580.000 BLENDER TURBO PHILIP 
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8 5.000.000 24 580.000 BLENDER TURBO PHILIP 

9 3.500.000 36 580.000 BLENDER TURBO PHILIP 

10 16.000.000 12 800.000 DISPENSER MIYAKO 

11 7.000.000 24 800.000 DISPENSER MIYAKO 

12 5.000.000 36 800.000 DISPENSER MIYAKO 

13 25.000.000 12 1.250.000 HP AZUS ZENVONE 4 

14 15.000.000 24 1.250.000 HP AZUS ZENVONE 4 

15 10.000.000 36 1.250.000 HP AZUS ZENVONE 4 

16 30.000.000 12 1.500.000 BELLA SPRINGBAD DIX 

17 16.000.000 24 1.500.000 BELLA SPRINGBAD DIX 

18 11.000.000 36 1.500.000 BELLA SPRINGBAD DIX 

19 25.000.000 12 1.250.000 MESIN CUCI SHARP 7Kg 

20 15.000.000 24 1.250.000 MESIN CUCI SHARP 7Kg 

21 10.000.000 36 1.250.000 MESIN CUCI SHARP 7Kg 

22 50.000.000 12 2.500.000 TV LED LG 20 inci 

23 24.000.000 24 2.500.000 TV LED LG 20 inci 

24 15.000.000 36 2.500.000 TV LED LG 20 inci 

25 150.000.000 24 16.000.000 HONDA BEAT POP Esp 

CBS Pixel Comik 

26 105.000.000 36 16.000.000 HONDA BEAT POP Esp 

CBS Pixel Comik 

27 85.000.000 48 16.000.000 HONDA BEAT POP Esp 

CBS Pixel Comik 

28 180.000.000 24 19.000.000 Honda Vario 125 FI CBS 

29 125.000.000 38 19.000.000 Honda Vario 125 FI CBS 

30 99.000.000 48 19.000.000 Honda Vario 125 FI CBS 

31 925.000.000 24 98.000.000 Daihatsu AYLA D MT MI 

32 650.000.000 36 98.000.000 Daihatsu AYLA D MT MI 

33 514.000.000 48 98.000.000 Daihatsu AYLA D MT MI 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BONUS TABUNGAN 

BERJANGKA 

 

A. Analisis Akad Tabungan Berjangka 

Sebagaimana yang sudah di jelaskan penulis secara umum di atas 

bahwa ada beberapa kejanggalan yang terjadi dalam sistem akad yang 

digunakan oleh BMT Maslahah Surabaya. Maka hal ini di anggap bermasalah 

dan dapat di jelaskan dibawah ini: 

Penulis menggaris bawahi dalam proses akad tabungan berjangka 

yang dilakukan oleh pihak BMT Maslahah Surabaya. Dalam bab II penulis 

sudah menjelaskan secara detail tentang konsep akad, tabungan, wadi>ah dan 

hadiah dalam hukum Islam. Akan tetapi dalam prakteknya dalam bab III, 

bahwa bagian dari produk tabungan yang ada di BMT Maslahah Surabaya 

diantaranya adalah tabungan berjangka, dimana tabungan tersebut cenderung 

lebih cocok menerapkan akad mud}a>rabah daripada menerapkan akad wadi>ah. 

Tapi dalam prakteknya pihak BMT tidak menggunakan akad mud}ha>rabah 

melainkan menggunakan akad wadi>ah, selain itu nasabah yang telah 

mengikuti tabungan berjangka ini wajib membuka dua tabungan (tabungan 

umum dan tabungan berjangka) berdasar penjelasan pihak BMT, dibukanya 

dua tabungan karena dikarenakan bagi hasil dari tabungan berjangka akan 

dimasukkan ke tabungan umum. 
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Pengertian tentang akad wadi>ah ada dua definisi wadi>ah yang 

dikemukakan oleh ahli fikih. Pertama, ulama mazhab Hanafi mendefinisikan 

wadi>ah dengan, “mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik 

dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.” 

Kedua, ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi’i, dan mazhab Hanbali, 

mendefinisikan wadi>ah dengan “mewakilkan orang lain untuk memelihara 

harta tertentu dengan cara tertentu”. 

Penulis juga menemukan kejanggalan pada proses perjanjian yang 

dilakukan oleh BMT Maslahah Surabaya dalam menggunakan akad wadi>ah, 

di dalam teori yang penulis temukan pada fatwa DSN No. 86/DSN-

MUI/XII/2012, seharusnya pihak BMT memberikan bonus terlebih dahulu, 

setelah itu melaksanakan akad. Akan tetapi, BMT Maslahah Surabaya 

melakukan perjanjian lebih dahulu setelah itu nasabah dapat menerima bonus 

yang tertera sesuai persentase jumlah uang yang ditabungkan di BMT 

Maslahah Surabaya.  

Dalam praktik yang seperti ini, yaitu penggunaan akad wadi>ah pada 

produk tabungan berjangka merupakan hal yang dianggap kurang cocok. 

Sebab pada kenyataannya, BMT Maslahah Surabaya menggunakan 2 akad 

sekaligus yaitu akad mud}a>rabah dan akad wadi>ah. Tidak hanya itu, dalam 

akad yang digunakan pada tabungan berjangka ini juga tidak sah karena jika 

dilihat dari syarat akad maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
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1. Al-Aqid atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau 

badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan 

hukum.  

2. Shighat atau perbutan yang menunjukan terjadinya akad berupa ijab dan 

Kabul. 

3. Al-Ma’qud alaih atau objek akad. Objek akad adalah amwal atau jasa 

yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.  

4. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara’ dan tujuan 

akad itu terkaid erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. 

Dalam hal ini, akad tersebut menjadi tidak sah karena tidak 

terpenuhinya unsur “tujuan pokok akad” yang berbeda antara awal akad 

dengan proses pelaksanaan produk tabungan tersebut. 

 

B. Analisis Praktik Pemberian Bonus Tabungan Berjangka di BMT Maslahah 

Surabaya 

Sebagaimana yang di jelaskan penulis dalam teori akad wadi>ah di 

bab II ada beberapa kejangalan dalam proses pemberian hadiah di awal pada 

tabungan berjangka di BMT Maslahah Surabaya, dimana dalam praktiknya 

BMT Maslahah Surabaya pada dasarnya tidak menjalankan prinsip akad 

wadi>ah  pada tabungan berjangka. Dalam prinsip wadi>ah, yang diterapkan 

adalah prinsip wadi>ah yad dhamanah,  yaitu pihak yang dititipi (dalam hal ini 

BMT) bertanggungjawab secara penuh atas harta yang dititipkan dan BMT 
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boleh memanfaatkan harta yang dititipkan tersebut. Dimana wadi>ah yad 

dhamanah mempunyai beberapa ketentuan, seperti:  

1. Penyimpan boleh memanfaatkan barang atau uang titipan 

2. Keuntungan sepenuhnya menjadi milik penyimpan 

3. Penyimpan dapat memberikan insentif (bonus) kepada yang tidak boleh 

dijanjikan dalam akad.
38

 

Dalam hal ini pihak BMT justru lebih mengarah pada prinsip akad 

mud}a>rabah. Semua itu berdasarkan dari praktik bagi hasil dan pemberian 

hadiah di awal. Pada pembagian hadiah di awal antara kedua pihak sepakat 

dan melangsungkan akad dengan persentase jumlah uang yang ditabungkan di 

BMT Maslahah Surabaya. Adapun persentase uang dan laba yang ditentukan 

oleh pihak BMT Maslahah Surabaya kepada nasabah sebagai berikut: 

Rp 5.000.000 mendapatkan 1 unit KOMPOR RINAI 2 TUGU 

Rp 5.500.000 mendapatkan 1 unit KIPAS ANGIN TEMPEL 

Rp 11.000.000 mendapatkan 1 unit BLENDER TURBO PHILIP 

Rp 16.000.000 mendapatkan 1 unit DISPENSER MIYAKO 

Rp 25.000.000 mendapatkan 1 unit HP AZUS ZENVONE 4 

Rp 30.000.000 mendapatkan 1 unit BELLA SPRINGBAD DIX 

Rp 25.000.000 mendapatkan 1 unit MESIN CUCI SHARP 75Kg 

Rp 50.000.000 mendapatkan 1 unit TV LED LG20 Inch 

Rp 150.000.000 mendapatkan 1 unit HONDA BEAT POP Esp CBS Pixel 

                                                           
38

 Nurul Huda, Baitul Mal Wa Tamwil (Jakarta: Amzah, 2016), 73. 
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Rp 180.000.000 mendapatkan 1 unit HIDAN VARIO 125 F1 CBS 

Rp 1.107.000.000 mendapatkan 1 unit SIGRA D 

Rp 1.595.000.000 
mendapatkan 1 unit DAIHATSU NEX XENIA X MT 1.3 

STD 

 

Dari penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa dalam proses 

pemberian hadiah di awal pada tabungan berjangka untuk nasabah di BMT 

Maslahah Surabaya itu menyimpang dalam prosedur akad wadi>ah yang 

dimana dalam akad wadi>ah tidak ada bagi hasil dan keuntungan diawal 

dengan ditentukan jumlah nominalnya, dikarenakan masih tidak diketahui 

untung dan ruginya dalam proses tabungan berjangka dan pada akad wadi>ah, 

nasabah tidak mendapatkan imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk 

pemberian. Hal ini diperkuat oleh 2 fatwa DSN MUI yaitu : 

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Tabungan, menetapkan: 

Ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi>ah  

1. Bersifat simpanan. 

2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan 

kesepakatan. 

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk 

pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
39

 

 

Dilihat dari fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

tabungan, dalam ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi>ah, poin 3 

“tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian 

(‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank”, maka hal ini dirasa 

                                                           
39

 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: ERLANGGA, 

2014), 48. 
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kurang sesuai dengan produk tabungan berjangka di BMT Maslahah 

Surabaya yang memberikan bonus tetapi nasabah harus menabung dengan 

nominal tertentu. 

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang 

hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah, 

menetapkan: 

LKS boleh memberikan hadiah/’athaya atau simpanan nasabah, 

dengan syarat: 

1. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI 

Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 

02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan; 

2. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung dan/atau 

3. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, ‘urf); 
 

Dilihat dari fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah 

dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah, poin kelima ketentuan 

terkait hadiah dalam simpanan DPK “LKS boleh memberikan hadiah/’athaya 

atau simpanan nasabah, dengan syarat: Tidak diperjanjikan sebagaimana 

substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan 

Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan; 

No. Segi  Isi Fatwa DSN No. 86/DSN-

MUI/XII/2012 

1. Wujudnya - Harus berupa barang/jasa, tidak boleh 

berupa uang 

- Benda wujud haqiqi/wujud hukmi 

- Harus benda mubah/halal 

2. Sumber Hadiah a. Harus milik LKS, bukan milik 

nasabah 

b. Pemberian hadiah atas dana pihak 

ketiga harus diatur secara internal 

3. Waktu Untuk simpanan dengan akad wadi>ah, 

diberikan sebelum terjadinya akad 
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4. Syarat/klausul a. LKS berhak menentukan syarat 

selama tidak menjurus pada praktek 

riba 

b. Jika penerima hadiah ingkar terhadap 

syarat yang ditentukan, maka harus 

mengembalikan hadiah yang 

diterimanya 

5. Cara Boleh secara langsung maupun undian 

6. Tujuan a. Tidak boleh bersifat memberikan 

keuntungan pribadi pejabat dari 

perusahaan/insitusi penyimpanan 

dana 

b. Tidak boleh berpotensi risywah 

dan/menjurus kepada riba 

terselubung 

c. Harus terhindar dari qimar (maysir), 

gharar, riba, dan akl mal bil bathil 

 

Dalam ketentuan fatwa point ketiga angka 5 dinyatakan: “Dalam hal 

akad penyimpanandana adalah akad wadi>ah, maka hadiah promosi diberikan 

oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi>ah”. Sedangkan pada produk 

tabungan berjangka di BMT Maslahah yang menggunakan akad wadi>ah 

secara ‘urf atau adat kebiasaan yang terjadi di BMT Maslahah, proses 

penerimaan hadiah diserahkan setelah terjadinya akad wadi>ah. Hal ini tentu 

saja bertentangan dengan ketentuan fatwa tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dilakukan berikut kesimpulan yang 

dapat diambil: 

1. Produk tabungan berjangka di BMT Maslahah menggunakan akad wadi>ah 

dan pihak nasabah akan mendapatkan bonus dari uang yang dititipkan di 

awal setelah berlangsungnya akad dengan jumlah nominal yang sudah 

ditentukan oleh pihak BMT tanpa diketahui perhitungannya oleh pihak 

nasabah. Meskipun menggunakan akad wadi>ah, dalam warkat (akta 

kontrak) nya tertera akad mud}a>rabah. Adapun mengenai kewenangan 

pengelolaan uang yang telah dititipkan, sepenuhnya diserahkan kepada 

pihak BMT Maslahah dan keuntungannya mutlak dimiliki oleh pihak 

BMT. 

2. Pemberian bonus tabungan berjangka di BMT Maslahah Surabaya 

menyalahi syarat akad wadi>ah,  yaitu tidak boleh diperjanjikan di awal 

akad. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama dan fatwa DSN No: 02/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Tabungan serta fatwa DSN No: 86/DSN-

MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga 

Keuangan Syariah. Selain itu terdapat juga perubahan akad dari wadi>ah 

menjadi mud}a>rabah yang tidak diketahui oleh pihak nasabah.
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B. Saran  

Dari beberapa kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat 

diberikan: 

1. Bagi BMT Maslahah, hendaknya menyediakan produk tabungan 

berjangka sesuai dengan konsep syariah dan tidak melakukan penggantian 

akad tanpa diperjanjikan terlebih dahulu dengan nasabah. 

2. Bagi nasabah, hendaknya lebih memahami konsep wadi>ah sehingga akad 

yang dilakukan berjalan dengan semestinya. 

3. Bagi Dewan Pengawas Syariah, hendaknya lebih meningkatkan 

pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah agar tidak lagi terjadi 

penyelewengan atas akad-akad yang dilakukan. 
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